Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun
2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
4 Tahun 2009, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Gangguan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5059);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
48);

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun
1988 Nomor 8/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2006 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun
2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
2011);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan
Tahun 2009-2028 Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 3 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Intansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan
Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi izin gangguan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Kas Daerah adalah kas umum daerah kabupaten pacitan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi , dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan
Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah atas pemberian Izin gangguan yang diberikan kepada orang atau
Badan Hukum;

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memelihara norma keselamatan
kerja;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang;



13.

14.

15.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas penerbitan izin gangguan.

(1)

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memelihara norma keselamatan kerja
di Kabupaten Pacitan.

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Izin Gangguan untuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

b. Izin Gangguan untuk menara telekomunikasi.

(3) Jenis Tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,

(4)

kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan;

b. Tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan

c. Tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan terhadap ekonomi.

Perincian jenis tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman
bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Gangguan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dokumen izin, luas
tempat usaha dan daya mesin/ peralatan.

(2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan
perkalian antara luas bangunan tempat usaha, indeks gangguan, indeks
lokasi, dan indeks ruang tempat usaha.

(3) Tingkat penggunaan mesin/ peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diukur berdasarkan perkalian antara besarnya daya dan indeks mesin/
peralatan.

(4) Indeks gangguan, indeks lokasi, indeks ruang tempat usaha, dan indeks
mesin/ peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3) ditetapkan
sebagai berikut:

a. Indeks Gangguan:

1. Gangguan tinggi : indeks 3
2. Gangguan sedang : indeks 2
3. Gangguan ringan : indeks 1

b. Indeks Lokasi:

1. Kawasan Industri : indeks 1

2. Kawasan Perdagangan : indeks 1,5
3. Kawasan Khusus : indeks 1,75
4. Kawasan Permukiman dan Perumahan : indeks

c. Indeks ruang tempat usaha:

1. Luas 0 s/d 25 m : indeks 1



2. Luas 26s/d 50 m : indeks 1,5
3. Luas lebih dari 51 m : indeks 2,5

d. Indeks mesin:

1. Daya 0 s/d 10 PK : indeks 1
2. Daya 11 s/d 25 PK : indeks 3
3. Daya 26 s/d 50 PK : indeks 4
4. Daya lebih dari 51 PK : indeks 10

(5) Untuk mesin/peralatan yang mengunakan satuan daya watt atau satuan

(1)

(2)

(1).

2).

(3).

(1)
(2)

(3)

(1)

daya yang lain maka perhitungannya dikonversi ke satuan daya PK.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif Retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk tempat usaha ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- per m?2 .
b. Untuk mesin/peralatan ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- per PK.

Untuk balik nama izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 10% dari tarif
retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Untuk registrasi izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 50% dari tarif
retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa laku
izin gangguan.



(2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penerbitan Izin
Gangguan atau pada saat registrasi ulang, dan/atau pada saat diterbitkan
SKRD.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai

(2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan diberikan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam
waktu 1 X 24 jam.

(4) Tata cara pembayaran pembayaran retribusi dan pengelolaan keuangan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2). Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

(5). Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pejabat yang ditunjuk.

(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.



BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran ; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

(1). Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2). Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
SANKSI PIDANA
Pasal 21

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2). Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan; dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 26



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di
Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat,
dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemberian pelayanan izin gangguan oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan
untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas
pemberian pelayanan izin gangguan sepanjang memenuhi Kkriteria yang
ditetapkan dalam Undang- Undang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah
untuk melakukan pemungutan khususnya retribusi izin gangguan, maka
perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

II PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Yang dimaksud dengan penerbitan izin gangguan meliputi:
a. Penerbitan izin baru;
b. Balik nama izin; dan/atau
c. Registrasi izin.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan”

adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20 :
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.



